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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung didirikan sebagai salah satu upaya
pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No0.91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan
Raya Tandurusa, kelurahan Aertembaga II, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Bab X Pasal 153 bahwa Badan Riset
dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
menyelenggarakan riset dibidang kelautan dan perikanan dan pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mempunyai tugas Menyelenggarakan
Pendidikan Vokasi, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kelautan dan
Perikanan.
Dalam Melaksanakan tugas, Politeknik KP Bitung menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program pendidikan;

pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi

pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

d. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;

e. pengembangan sistem penjaminan mutu;

f.  pelaksanaan pembinaan karakter;

g. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

h. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktek kerja taruna serta urusan alum

—n

pelaksanaan pengawasan internal;

j-  pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, srana dan prasarana
lainnya; dan

k. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi

dan pelaporan.
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Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
berkomitmen dengan visi “Mewujudkan Pendidikan SDM Kelautan dan
Perikanan yang Kompeten, Bermoral, Profesional, Inovatif, dan
Unggul Untuk Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Kelautan Dan
Perikanan Berdaya Saing Global Tahun 2040 Guna Mendukung
Indonesia Emas Tahun 2045”. Visi Politeknik KP Bitung merupakan cita-cita
dan sekaligus tantangan yang harus diwujudkan oleh segenap civitas akademika.
Visi Politeknik KP Bitung yang bersifat abstrak, menjadi lebih nyata yang
dituangkan pada misi, maka misi Politeknik KP Bitung 2020 - 2024 ditetapkan

sebagai berikut :

1. Mengembangkan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
dinamis, dan kompetitif, berstandar internasional sesuai regulasi yang
berlaku guna mendukung SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

2. Penguatan riset terapan dan inovasi teknologi bidang kelautan dan perikanan
untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta kependidikan
sesuai perkembangan industri dan teknologi.

5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi
modern dengan standar internasional.

6. Menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 serta
membudayakan pelayanan prima.

7. Melaksanakan kebijakan dan tugas yang diamanatkan oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan serta Kepala BPPSDM KP.

Bahwa visi yang telah dirumuskan di atas, sesungguhnya menjadi tujuan umum

dari Politeknik KP Bitung. Atas dasar ini, maka tujuan umum Politeknik KP

Bitung adalah” Mengelola sumberdaya manusia kelautan dan perikanan

secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan”

Menjalankan kebijakan dan tugas-tugas Menteri Kelautan dan Perikanan dan

Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis

sebagai berikut:
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e Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP.

e Meningkatnya SDM KP terdidik yang mendukung peningkatan produksi dan
usaha bidang kelautan dan perikanan.

o Terselenggaranya program pendidikan vokasi dibidang kelautan dan
perikanan.

o Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pendidikan
formal.

o Terselenggaranya pengendalian dan monitoring penyelenggaraan
pendidikan kelautan dan perikanan

e Tersedianya ASN di Politeknik KP Bitung yang kompeten dan professional.

e Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Politeknik KP
Bitung.

o Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Politeknik KP Bitung

e Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien di Politeknik KP.

Data Kepegawaian
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Politeknik KP Bitung didukung oleh
69 ASN, sebagaimana Data pada SIMPEG www.ropeg.kkp.go.id Politeknik KP

Bitung per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sbb :
- Tenaga Fungsional Dosen sebanyak 38 Orang

- Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 4 orang

- Fungsional Tertentu Lainnya 7 Orang

- Tenaga Fungsional Umum 21 orang

- PJLP 3 Orang

Kebijakan Pegadaan Barang dan Jasa

Satu dekade terakhir ini, teknologi informasi berkembang pesat dan
mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha. Kebijakan perdagangan
dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk
meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga turut memengaruhi perubahan
lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan
value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah.
Salah satu caranya adalah dengan membangun government e-marketplace.
Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan
dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional

semakin tidak terelakkan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi
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khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa. Mereka akan bekerja secara penuh waktu
dalam sebuah unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi
lengkap dan menyeluruh. Unit ini merupakan gabungan fungsi unit layanan
pengadaan (ULP) serta layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan
fungsi pendukung lainnya.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 beserta Perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan
value for money, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan
struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Peraturan baru ini terdiri
dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya
mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan.
Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan
LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Pengaturan baru meliputi: Tujuan Pengadaan, Pekerjaan Terintegrasi,
Perencanaan Pengadaan, Agen Pengadaan, Konsolidasi Pengadaan, Swakelola
dengan Organisasi Kemasyarakatan, Repeat Order, E-Reverse Auction,
Pengecualian, Penelitian, E-Marketplace, dan Layanan Penyelesaian Sengketa.
Perubahan beberapa istilah meliputi: ULP menjadi UKPBJ], Lelang menjadi
Tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, Sistem Gugur menjadi Harga
Terendah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)
menjadi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), Dokumen
Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan Menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP). Perubahan
beberapa definisi meliputi: LPSE, Swakelola, Penunjukan Langsung, Penyedia,
PPHP/PjPHP, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya.

Perubahan pengaturan meliputi: Tugas PPHP/PjPHP, Persyaratan Penyedia,
Ketentuan Penyebutan Merek, Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri,
HPS, Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding, Metode Pemilihan Penyedia,
Jenis Kontrak, Ketentuan Kontrak Tahun Jamak, Batasan Nilai Pengadaan
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Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

Basis Akuntansi

Langsung Jasa Konsultansi, Pemesanan E-Purchasing, Uang Muka untuk Kontrak
Tahun Jamak, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga, Penanganan Keadaan
Darurat, Tender/Seleksi Internasional, UKPBJ, Perlindungan Pelaku Pengadaan,
dan Pencantuman Daftar Hitam. Dengan telah diundangkannya Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan
Presiden tersebut sudah berlaku. Untuk masa transisi atas pemberlakuan
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, K/L/PD tetap dapat melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan 30 Juni 2018. Sedangkan
kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 beserta perubahannya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan kontrak berakhir. Setelah
tanggal 1 Juli 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh
aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui roll out SAKTI full module, dimana
semua transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh
satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul
Pelaporan(Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul
General LedgerdanPelaporan/GLP)

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.
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Dasar

Pengukuran

Kebijakan

Akuntansi

Pendapatan-LRA

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan
historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia KP yang merupakan entitas pelaporan dari
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Disamping itu, dalam penyusunannya
telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah
sebagai berikut:
(1) Pendapatan- LRA
e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
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Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO
e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Uang Pendidikan diakui pada setiap akhir semester

o Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan
diakui setelah ujian selesai dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan
periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan
denda atau dokumen lain yang dipersamakan

o Pendapatan Jasa slipway diakui setelah selesai dilaksanakan

e Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

o Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

o Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

e Belanja disajikan menurut Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Beban (4) Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya Kklasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang

Aset

dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. AsetLancar
e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI
pada tanggal neraca.

e  Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut

Kualitas
Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. 0.5%

tanggal jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak tanggal
Kurang Lancar | Surat Tagihan Pertama tidak 10%
dilakukan pelunasan
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Satu bulan terhitung sejak tanggal

Diragukan Surat Tagihan Kedua tidak 50%

dilakukan pelunasan

1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN

Macet 100%

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

v harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
v harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
v" harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap
e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun.
e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

c¢) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

. Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2017, tentang
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Penilaian kembali BMN/BMD dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.06/2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali
Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah,
gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan
jembatan dan bangunan air pada kementerian Negara/lembaga sesuai
kodefikasi Barang milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31
Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset
tetap pada kementerian/lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi, dilakukan dengan
pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan atau pendekatan pendapatan
oleh penilai pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
Berdasatrkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian,
pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek
penilaian berupa tanah, dan tanpa survey lapangan untuk untuk objek

penilaian selain tanah.

Nilai aset tetap penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai
akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil
revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut
diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun apabila
nilai aset tetap revaluasi lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka selisih

tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan
dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD
Penyusutan Aset Tetap

e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
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a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut
Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Piutang Jangka d. Piutang Jangka Panjang
Panjang

e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih
dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat
direalisasikan.

Aset Lainnya e. AsetLainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.
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Kewajiban

Ekuitas

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa
manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku
yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban
e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
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Implementasi (8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi

Pemerintah Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis
Berbasis Akrual akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Pertama kali

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh
pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos
ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward
accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis
akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan
tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan
penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan

implementasi yang pertama.
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